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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal tersebut menunjukan bahwa secara politis
Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu negara yang memiliki
komitmen dalam gerakan global untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Secara umum, UNCAC mengatur empat hal prinsip utama, yang prinsip utama
tersebut sangat signifikan terhadap perkembangan pembarsaofstituenduin
perundang-undangn nasional dalam pemberantasan korupsi, yaitu Tindakan
Pencegahan, yang menekankan terhadap model kebijakan pencegahan preventif di
sektor publik dan swasta. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, yakni
mengkriminalisasi tindak pidana korupsi penyuapan-penyuapan publik nasional,
memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah,
danpenyuapan disektor swaskerja Sama Internasional, yakni kerangka kerja
sama internasional dalam rangka peningkatan penegakan hukum melalui, bantuan
timbal balikimutual legal assistance (MLA), ekstradisi serta transfer terpidana dan
isvestigasi bersama. Pengembalian Aset,mengenai perampasan aset UNCAC telah
menawarkan instrumen baru dalam perampasan aset dari kejahatan korupsi yakni
InstrumenNon Conviction Based Asset forfeit{ldCB Aseet Forfeitue melalui
penyitaan dan pengambilalihan aset melalui gugatanrém” atau gugatan
terhadap aset. UNCAC 2003 mengikat setiap negara anggota PBB yang telah
meratifikasinya. Akan tetapi dalam sistem hukamwil law masih memerlukan
undang-undang pemberlakuannya baik bersifat perubahan, maupun undang-
undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam undang-undang
tersebut, ketentuan konvensi harus disesuaikan dengan prinsip hukum
domestiknya. Dengan begitu, undang-undang yang akan ditetapkan kemudian
sebagai implementasi UNCAC 2003 tidak bertentangan dengan sistem dan asas-
asas hukum yang telah ada.
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